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ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyidikan tindak pidana kealpaan yang
menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum,
mengkaji kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Karanganyar
dalam menangani perkara tersebut, dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polres
Karanganyar dalam menanggulangi kendala-kendala penyidikan perkara tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yyuridis empiris, yaitu mendekati
permasalahan tentang tindak pidana kealpaan pengemudi yang mengakibatkan kematian
orang lain baik dalam perspektif peraturan perundang-undangan maupun praktiknya di Polres
Karanganyar.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Penyidikan
tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan matinya korban
yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan umum dilaksanakan setelah diketahui
bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Dalam beberapa kasus
kecelakaann yang mengakibatkan pelaku pengemudi kendaraan angkutan umum khususnya
bus jurusan Surabaya-Solo yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar sering
terjadi kendala di mana pelakunya adalah berasal di luar wilayah hukum Kabupaten
Karanganyar. Kendala secara khusus yaitu kendala sosiologis di mana kendala yang
dimaksud adalah tersangka merupakan saudara korban sehingga sering menghambat proses
penyidikan karena baik pelaku maupun korban biasanya kalau tidak berdamai maka sering
menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam
penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban yang dilakukan oleh
pengemudi kendaraan angkutan umum, pihak Satlantas Polres Karanganyar secara khusus
melakukan koordinasi dan kerjasama antara pihak Polres Karanganyar dengan pihak
DLLAJR maupun Pemkab Karanganyar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang
dilakukan pengemudi kendaraan angkutan umum dilakukan melalui dibentuknya forum lalu
lintas dan angkutan jalan raya dan di Kabupaten Karanganyar forum lalu lintas telah
terbentuk dengan Skep Bupati No. 620/676/Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya di Kabupaten Karanganyar. Untuk menanggulangi terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan umum pemerintah diharapkan
memperhatikan perbaikan sarana prasarana seperti perbaikan jalan, kondisi bus, dan terminal
angkutan umum yang kumuh dan masih adanya calo.

Kata kunci: Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kealpaan yang menyebabkan
matinya orang.



ABSTRACT

The purpose of this study to assess the criminal investigation that led to the demise of
negligence of others committed by drivers of public transport, examine the obstacles facing
investigators Karanganyar Police traffic unit in handling the case, and knowing the steps
performed Karanganyar Police in tackling constraints of investigation the case.

In this study the authors use an empirical method of juridical, which is approaching the
issue of driver's criminal negligence that resulted in the death of others both in the perspective of
the legislation and practice in the Police Karanganyar.

Based on the description and analysis of research data, it can be concluded that the
criminal investigation of traffic accidents due to negligence that caused the death of the victim
committed by drivers of public transport vehicles carried out after it emerged that an event
happened is a crime. In some cases the perpetrators of the crash that resulted in drivers of public
transport vehicles, especially buses majoring in Surabaya, Solo is happening in the area of
common law constraints Karanganyar district in which the perpetrators were from outside the
jurisdiction of the District Karanganyar. Constraints in particular the sociological constraints
where the constraint in question is the alleged victim is the brother so often hamper the
investigation process because both the perpetrator and the victim usually does not make peace if
it often creates divisions between family members. To overcome the obstacles in the
investigation of criminal negligence causing death of the victim committed by drivers of public
transport vehicles, the Police traffic unit Karanganyar specifically coordination and cooperation
between the police station with the DLLAJR Karanganyar and Karanganyar regency in
suppressing the number of traffic accidents conducted public transport vehicle drivers through
the establishment of the forum and freight traffic on the highway and traffic Karanganyar District
forum has been formed with the Regent No. Skep. 620/676/Tahun 2011 Forum on Traffic and
Transportation Roads in the District of Karanganyar. To cope with the traffic accident which
made the driver of public transport the government is expected to pay attention to the
improvement of infrastructure like roads, condition of buses, and public transportation terminals
and the persistence of slum brokers.

Keywords : Criminal investigation of traffic accidents, omission that caused the death of another
person.



A. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun
waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di
Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas
menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang
terjadi.!

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga
menimbulkan kerugian secara financial atau materiil, di Indonesia diperkirakan
mencapai 41,3 Triliun rupiah.? Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan
langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu
lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara
materiil.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan memikirkan
bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang
berakibat matinya orang lain, mengingat begitu penting dan rawannya masalah lalu lintas
serta akibat yang ditimbulkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DENGAN PELAKU PENGEMUDI

ANGKUTAN UMUM”

L Marka, Edisi XXV / 2004: Keselamatan Lalu Lintas, hal. 14.
Ibid, hal. 14.



Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menfokuskan pembahasan penelitian ini, maka bahasan dibatasi tentang
tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban dengan pelaku pengemudi
angkutan umum yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya
orang lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres
Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan
matinya orang lain?

3. Langkah-langkah apa yang dilakukan Polres Karanganyar dalam menanggulangi

kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan itu.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai dengan permasalahan yang ada,
maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
a. Mengkaji penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang
lain yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum.
b. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres
Karanganyar dalam menangani perkara tersebut.
c. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polres Karanganyar dalam

menanggulangi kendala-kendala penyidikan perkara tersebut.



2. Manfaat Teoritis
Memberikan masukan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan khusus di bidang hukum pidana.

Kerangka Pemikiran

Pada umumnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas
antara lain disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, cuaca atau alam serta jalan atau
lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakan lalu lintas di
jalan raya, keadaan demikian mendorong tingginya angka kecelakaan lalu lintas
khususnya di wilayah kabupaten Karanganyar.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain merupakan
bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dalam Pasal 359 KUHP
ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian
pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya).
Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-
akan menjadi satu perbuatan. Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak
dapat berbuat lain dari pada apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, penting bahwa
pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kekurang hati-hatian dapat dikenakan pada
pelaku. Dalam kealpaan kekurangan mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati
dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang

dilarang.?

3 Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hal. 199.



Metode Penelitian

Penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder maupun data primer
dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan penelitian kepustakaan yang berupa peraturan perundangan-
undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan
dengan objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan
analisis kualitatif," yang didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan
yang akan dicapai, fakta-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan, merancang cara
pendekatan dan bagaimana kiranya data akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk

susunan laporan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang
Lain Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Umum

Penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban yang
dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dilaksanakan setelah diketahui bahwa
sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Dasar hukum diketahuinya tindak
pidana adalah: Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP; Pasal 106 KUHAP; Pasal 108
KUHAP; Pasal 109 ayat (1) KUHAP; Pasal 111 KUHAP. Suatu Tindak Pidana dapat
diketahui melalui: Laporan; Pengaduan; Tertangkap tangan; Diketahui langsung oleh

petugas Polri.®

* Sumadi Suryabrata, 2004, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 77
% Yulianto, Kanit Laka Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 31 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB.



Laporan atau Pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun lisan, dicatat
terlebih dahulu oleh penyidik/penyidik pembantu atau penyelidik, kemudian setelah
selesai penerimaan laporan atau pengaduan tersebut, kepada pelapor atau pengadu
diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan.

Laporan/Pemberitahuan tentang suatu peristiwa tindak pidana yang diterima oleh
petugas Polri tidak pasti berasal dari korban atau orang yang dirugikan, akan tetapi bisa
dari orang yang secara sukarela dalam memberikan laporan/ pemberitahuan tersebut.

Dalam hal tertangkap tangan, Setiap petugas Polri tanpa surat perintah dapat
melakukan tindakan: penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan
lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dan segera melakukan tindakan pertama di
TKP.

Petugas Polri yang berwenang, wajib: membuat Laporan Polisi; Mendatangi TKP
dan melakukan tindakan yang diperlukan dan membuat Berita Acara atas setiap tindakan
yang diperlukan. Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polri,
maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing,
kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara mengenai tindakan-tindakan
yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak
pidana, segera dilakukan penyidikan yang meliputi pemnangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemanggian dan pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, dll serta
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan
Reserse, yang menjadi dasar Hukumnya adalah : Pasal 5 KUHAP; Pasal 9 KUHAP; Pasal

9 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP; Pasal 111 KUHAP.



Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap Pejabat Polri

Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Pertimbangan dilakukan

Penyelidikan Reserse berbagai bentuk laporan yang diterima Reserse, Laporan Polisi;

Berita Acara pemeriksaan di TKP; Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.’
Penyelidikan Reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat

menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup

apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penindakan adalah setiap tindakan hukum

yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak

pidana yang terjadi. Berkaitan dengan hal diatas, tindakan hukum tersebut antara lain,

sebagai berikut:’

1. Penerimaan laporan

2. Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas

3. Pemanggilan tersangka dan saksi

4. Penangkapan

5. Penahanan

6. Penggeledahan

Sementara dari data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di bulan Januari
tahun 2012 yang karena kealpaannya dilakukan oleh pengemudi angkutan umum
mengakibatkan seseorang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP
terjadi pada tanggal 25 Januari 2012 di Jalan Soolo-Sragen tepatnya di Kecamatan
Kebakkramat, Karanganyar. Dalam kecelakaan itu melibatkan Bus Mira jurusan Solo-

Surabaya dan sopir bus ditetapkan sebagai tersangka. Kronologisnya, bus Mira menabrak

® Andi Hamzah, 1993, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 119.
" Ibid, Hal. 119.



mobil Daihatsu Xenia setelah hampir menabrak truk. Bus dari arah Surabaya melaju
dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba membanting setir ke arah kanan karena menghindari
truk. Namun dari arah depan melaju mobil Xenia, sehingga tabrakan tak terhindarkan.
Meski penyelesaian secara kekeluargaan sudah dilakukan oleh pihak perusahaan bus
dengan keluarga korban dan juga pemilik mobil, namun secara hukum perbuatan itu tetap
harus dipertanggungjawabkan.®
b. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar
Dalam Menangani Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang
Lain Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Umum
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satlantas Polres Karanganyar dalam
menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang kerena kealpaan dari pengemudi
angkutan umum sehingga mengakibatkan matinya korban disebabkan oleh faktor-faktor
sebagai berikut.
1. Pelaku/sopir meninggal dunia;
2. Sopir sebagai pelaku melarikan diri;
3. Sopir sebagai pelaku yang menghilangkan barang bukti;
4. Sopir sebagai pelaku memberikan keterangan berbelit-belit;
5. Saksi-saksi yang melihat TKP (Tempat Kejadian Perkara) kurang atau bahkan tidak
ada saksi yang melihat;

6. Ada penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku dengan keluarga korban.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

& An-85, Sopir Bus Mira Tersangka, Solopos, 25 Januari 2012, Hal. 26.



Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas
dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu,
apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya
paksa.’

Penegakan hukum bagi para profesional ini adalah ibarat stetoskop bagi para
dokter. Dengan stetoskop itu para dokter melangkah dengan pasti sebagai seorang
professional menghadapi penderita. Seorang professional hukum juga membutuhkan
kepastian mengenai hukum vyang dioperasikannya. Ketidakpastian, keragu-raguan
terhadap hukum positif menyebabkan seorang professional tidak tenang dan pasti
(determined) dalam menggunakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak
lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum

ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, kini sudah mulai agak jelas.

° Bahder Johan Nasution, 2011, Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju, Hal. 259.
10 satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, Hal. 175.



Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut
menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor
tersebut, antara lain faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat; dan Faktor kebudayaan.*

Dalam ketentuan Pasal 359 KUHP disebutkan “Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan matinya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya
lima tahun atau hukuman kurungan atau selama-lamanya 1 tahun’. Dalam menerapkan
Pasal tersebut, pihak Satlantas Polres Karanganyar kadang terkendala terhadap kurang
lengkapnya unsur dalam pasal tersebut untuk diterapkan terhadap pelaku pengemudi
angkutan umum. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka biasanya penyidik Satlantas
Polres Karnganyar menghubungkan dengan Pasal 310 atau 311 Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 yang rincian unsurnya dianggap lebih jelas dan rinci untuk diterapkan.™

Dalam beberapa kasus kecelakaann yang mengakibatkan pelaku pengemudi
kendaraan angkutan umum khususnya bus jurusan Surabaya-Solo yang terjadi di wilayah
hukum Kabupaten Karanganyar sering terjadi kendala di mana pelakunya adalah berasal
di luar wilayah hukum Kabupaten Karanganyar. Pelaku yang dimaksud khususnya
terhadap pengusaha bus yang berkedudukan hukum di luar wilayah Kabupaten
Karanganyar maka biasanya Satlantas Polres Karanganyar melakukan koordinasi

berjenjang ke Polda lain/Polres lain di mana Polres/Polda tersebut juga satu wilayah

11 Satjipto Rahardjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, Hal. 24.
12 Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, Hal. 8.
3 Yulianto, Kanit Laka Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 31 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB.
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hukum dari keberadaan perusahaan angkutan umum tersebut untuk dilakukan pembinaan
dan penyuluhan. Selain kendala yang secara umum sudah disampaikan sebagaimana
penjelasan di atas, kendala secara khusus yaitu kendala sosiologis di mana kendala yang
dimaksud adalah tersangka merupakan saudara korban sehingga sering menghambat
proses penyidikan karena baik pelaku maupun korban biasanya kalau tidak berdamai maka
sering menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga.™
c. Langkah-langkah Polres Karanganyar Dalam Menanggulangi Kendala-Kendala

Yang Terdapat Pada Proses Penyidikan

Pelanggaran yang terjadi di jalan raya kemudian dilakukan penyidikan dan terdapat
kendala, biasanya peristiwa tersebut ditindak. Peristiwa tersebut biasanya harus diatasi,
oleh karena hal itu bersifat represif. Akan tetapi, kadang-kadang kepatuhan hukum di jalan
raya malahan mengakibatkan kecelakaan. Karena faktor-faktor tersebut menyebabkan
kepatuhan hukum yang di artikan oleh pribadi-pribadi individual.*®

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai kebijakan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas sudah usang. Tidak ada hal baru yang ditawarkan pemerintah.
Masyarakat seharusnya busa berlalu lintas dengan nyaman dan aman dengan jaminan
negara melalui penyediaan prasarana dan sarana yang baik. Namun tampaknya tsunami
mudik yang terjadi setiap tahun ini belum menjadi perhatian khusus Pemerintah. Sejak
kemerdekaan RI, Agus menilai, pemerintah telah melakukan pembiaran pada warganya.
Bukti bahwa Pemerintah melakukan pembiaran adalah tidak berkembangnya sarana dan
prasarana publik untuk mudik. Sebagai contoh tidak adanya perbaikan dan penambahan

jalan yang tuntas, kondisi bandara yang sudah seperti terminal angkot yang kumuh dan

“Yulianto, Kanit Laka Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 31 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB.
5 Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hal 9.
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banyak calo, dan bus antar kota antar propinsi (AKAP) semakin hari semakin berkurang
jumlahnya, khususnya bus kelas ekonomi, dan sebagainya.*®

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan yang tersebutkan di atas, pihak
Satlantas Polres Karanganyar secara khusus melakukan koordinasi dan kerjasama antara
pihak Polres Karanganyar dengan pihak DLLAJR maupun Pemkab Karanganyar dalam
menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pengemudi kendaraan angkutan
umum dilakukan melalui dibentuknnya forum lalu lintas dan angkutan jalan raya dan di
Kabupaten Karanganyar forum lalu lintas telah terbentuk dengan Skep Bupati No.
620/676/Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kabupaten
Karanganyar.*’

Secara khusus di Kabupeten Karanganyar belum ada Perda (Peraturan Daerah) yang
secara khusus mengatur mmengenai masalah kecelakaan llalu lintas, karena dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sudah mengatur secara jelas dan terperinci mengenai
solusi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan karena kealpaan
oleh pengemudi angkutan umum yang menyebabkan kematian terhadap korban dari segala
segi-segi yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tersebut di atas, maka
kendala tersebut secara lebih konkrit oleh pihak Satlantas Polres Karanganyar dilakukan
dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa kecelakaan yang
menyebabkan korban meninggal dunia harus diproses secara hukum yang berlaku ke

tingkat kejaksaan sampai kepada keputusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.*®

18 http://news.detik.com/read/2011/08/23/195505/1709656/10/risiko-kecelakaan-mudik-dan-cara-jitu-mengatasinya
Di Akses 2 Maret 2012, 07.00 WIB

" Yulianto, Kanit Laka Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 31 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB.

18 yulianto, Kanit Laka Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, 31 Januari 2012, Pukul 08.00 WIB.
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Menurut Penulis, diperlukan payung hukum yang lebih kuat apabila peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dikemas dalam bentuk Perda. Hal
ini diperlukan karena tidak semua peraturan perundang-undangan mampu untuk
mengakomodasi kepentingan masyarakat di berbagai daerah yang mempunyai pola
kebudayaan berkendara, tingkat pengetahuan dan pendidikan serta layak tidaknya kondisi
tekstur jalan yang berbeda-beda di tiap daerah. Diharapakan dengan instrument Perda
khusus yang mengatur lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar, diharapkan
masyarakat Karanganyar makin sadar akan pentingnya ketertiban hukum lalu lintas
sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karanganyar itu sendiri dapat ditekan

kenaikan kasusnya.

C. Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan sistematika Penulisann skripsi dan pembahasan di bab sebelumnnya,
maka sampailah pada tahap kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah dibahas
pada BAB 11l yang oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan
matinya korban yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan umum
dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak
pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan
tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan,
penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. ADR

(Alternative Dispute Resolution) sebagai penyelesian sengketa diluar pengadilan dalam
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kecelakaan lalu lintas hanya dapat dilakukan dalam penyidikan terhadap kecelakaan
lalu lintas ringan (yang akibatnya tidak sampai membahayakan nyawa).

. Dalam beberapa kasus kecelakaann yang mengakibatkan pelaku pengemudi kendaraan
angkutan umum khususnya bus jurusan Surabaya-Solo yang terjadi di wilayah hukum
Kabupaten Karanganyar sering terjadi kendala di mana pelakunya adalah berasal di luar
wilayah hukum Kabupaten Karanganyar. Pelaku yang dimaksud khususnya terhadap
pengusaha bus yang berkedudukan hukum di luar wilayah Kabupaten Karanganyar.
Kendala secara khusus yaitu kendala sosiologis di mana kendala yang dimaksud adalah
tersangka merupakan saudara korban sehingga sering menghambat proses penyidikan
karena baik pelaku maupun korban biasanya kalau tidak berdamai maka sering
menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga. Ada 3 (tiga) penyebab utama
terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu: (1) faktor manusia (human factor); (2) faktor
kendaraan (vehicle factor); dan (3) faktor jalan dan lingkungan (road and environment
factor).

. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana kealpaan yang
menyebabkan matinya korban yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan
umum, pihak Satlantas Polres Karanganyar secara khusus melakukan koordinasi dan
kerjasama antara pihak Polres Karanganyar dengan pihak DLLAJR maupun Pemkab
Karanganyar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pengemudi
kendaraan angkutan umum dilakukan melalui dibentuknnya forum lalu lintas dan
angkutan jalan raya dan di Kabupaten Karanganyar forum lalu lintas telah terbentuk
dengan Skep Bupati No. 620/676/Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Raya di Kabupaten Karanganyar. Untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan
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lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan umum pemerintah diharapkan
memperhatikan perbaikan sarana prasarana seperti perbaikan jalan, kondisi bus, dan

terminal angkutan umum yang kumuh dan masih adanya calo.

Saran

Saran dan kritik yang ingin disampaikan oleh Penulis terhadap penyidikan tindak

pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban yang dilakukan oleh pengemudi

kendaraan angkutan umum oleh Satlantas Polres Karanganyar dalam rangka perbaikan

serta evaluasi kinerja penegak hukum ditingkat penyelidikan yang dilakukan oleh

penyidik kepolisian sebagai berikut:

1.

Hendaknya pihak penyidik Satlantas Polres Karanganyar tetap secara professional
menolak segala bentuk musyawarah dan mufakat antara korban dengan pelaku dalam

hal membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.

. Terhadap pihak pengusaha maupun sopir kendaraan angkutan umum hendaknya lebih

hati-hati dalam mengemudikan kendaraanya demi keselamatan penumpangnya dari
pada hanya semata-mata mengutamakan sistem kejar setoran hingga mengabaikan
keselamatan dengan cara mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Terhadap masyarakat umum di Eks-Karesidenan Surakarta khususnya di Kabupaten
Karanganyar dapat lebih sadar akan disiplin berlalu lintas secara baik. Dengan makin
tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas maka diharapkan jumlah
angka kecelakaan akibat kealpaan yang menyebabkan matinya korban yang dilakukan

oleh pengemudi kendaraan angkutan umum dapat berkurang.
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